










































































































































































-57 -

c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil = 6 Angka Kredit
penelitian di bidang  pengawasan
perikanan yang dipublikasikan dalam
bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh

kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Ahmad
Firdaus, S.Pi. M.Si, adalah 315 + 90 = 405 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Ahmad Firdaus, S.Pi. M.Si,
telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas
Perikanan jenjang Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a.

Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau
pangkat menjadi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan
sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

Contoh:

Saudara Kurniawan, S.Pi. M.Si., NIP. 19660308 199004 1 002,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung
mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Pengawas Perikanan Ahli
Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu
penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh
Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai

berikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung 10 Angka Kredit

tugas Pengawas Perikanan.

b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan 112 Angka Kredit
perikanan

c. Pengembangan Profesi
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Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit
penelitian di bidang pengawasan
perikanan yang dipublikasikan dalam
bentuk  buku yang diakui oleh

kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara
Kurniawan, S.Pi. M.Si., adalah 720 + 134 = 804 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Kurniawan, S.Pi. M.Si.,
telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas
Perikanan jenjang Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d.

Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk
kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana
dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 6 tidak bersifat
kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan
dan/atau pangkat sebelumnya.

Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBERHENTIAN

1.

Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
mengundurkan diri dari Jabatan,;

a
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

o

menjalani cuti di luar tanggungan negara;

a

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tingggi,
jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan
Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
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Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1.

Pengawas Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya karena
alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf
¢, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan.

Pengawas Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 1 huruf ¢, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf
A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan, apabila telah selesai menjalani
tugas belajar.

Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara
penuh pada Jabatan Pimpinan Tingggi, jabatan Administrator,
jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya
sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan.
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7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan
dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan dapat ditambah
dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh
selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka S, dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan
sebelum mencapai batas usia pensiun pada jenjang jabatan yang
akan didudukinya.

Contoh:

Saudara Rochman, S.Pi., M.Sc., NIP. 19581207 199103 1 001,
jabatan Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/b. Yang bersangkutan diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan diangkat dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhitung mulai tanggal 1
Februari 2012.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, maka untuk tertib
administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2018, karena yang
bersangkutan lahir pada bulan Desember 1958, tanpa harus
berhenti dari jabatannya.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1.

PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 ditetapkan, memiliki
pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengawasan
Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat
disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan,

dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani,

d. berijjazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah

(SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan
perikanan dan paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang kelautan dan
perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh
instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Kategori Keterampilan;

e. berijjazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang
perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain
yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;

f. memiliki pengalaman di bidang Pengawasan Perikanan paling
kurang 2 (dua) tahun; dan

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017.

Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya

berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.

Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan

berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing

tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

tahun 2017, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1
(satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2

(dua) tahun;
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d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS

yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada

angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus

mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/

inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terlebih

dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam

penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih

tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta

memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan.

Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan

perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan,

harus selesai ditetapkan paling lambat akhir Desember 2018.

UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat

lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.
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XV. PENUTUP
1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,
agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
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ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN:

KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR *¥)
NOMOR ..............
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR ¥),

a. bahwa Saudara .................. NIP ...l pangkat/golongan ruang ............
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

N —

Calon Pengawas Perikanan dibawah ini:

a. Nama D e

b. NIP PP PPPR

c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...ciiiiiiiiiiiiiiice e eaees

d. Unit kerja L PP OTPPPPON

Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan jenjang .......... dengan angka kredit sebesar ....... (covmrennerennnns )

..............................................................................................................

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .......cc..eceu..e
pada tanggal ...................

........................................

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.













































































































































































